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TENTANG

REKLAMASI| DAN PASCATAMBANG

UMUM

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan
keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan
akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan,
tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya
gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya
kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu
dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta
terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus
dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan
secara keseluruhan selesai dilakukan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses
yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan
pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pascatambang.

Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian
pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha
pertambangan.
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Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2 . ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang
disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat
dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan
peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan
kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan
pembersihan lahan (land clearing) dan penggalian untuk
keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan
sarana penunjang.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup
program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang
dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan
direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan
dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk back filling,
revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas
tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya
reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (5)

Biaya langsung dalam ketentuan ini  meliputi biaya
penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan
penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai
peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya
mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi,
administrasi, dan supervisi.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe. ..
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Biaya langsung dalam ketentuan ini  meliputi biaya
pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan
dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan,
sosial dan ekonomi, serta pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya
mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang,
administrasi, dan supervisi.

Pasal 11
Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran
untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana
pascatambang.

Instansi terkait lainnya dalam ketentuan ini antara lain instansi
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah warga masyarakat yang
terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan
waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan
pascatambang, seperti lelang pelaksana kegiatan, pengaturan
peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang” yaitu Kepala Teknik
Tambang.

Pasal 21
Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya untuk
menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi
penggunaan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25
Ayat (1)
Pelaksanaan pascatambang dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan tahapan pengakhiran Kkegiatan usaha
pertambangan atau secara sekaligus dan menyeluruh setelah
seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Ayat (2)
Berakhirnya kegiatan usaha pertambangan sebelum jangka
waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, dapat
terjadi karena ketidaklayakan usaha pertambangan secara

permanen.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh
biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung
berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh
biaya pelaksanaan reklamasi.
Biaya . . .
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Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung
berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud rekening bersama (escrow account) dalam
ketentuan ini merupakan rekening antara pemegang IUP atau
IUPK dengan Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat
yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan
reklamasi.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Jaminan Pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi
seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Biaya . . .
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Biaya pelaksanaan pascatambang dalam ketentuan ini dihitung

berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan
pascatambang.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi
kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan evaluasi oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan
penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian
penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan
pemegang hak atas tanah atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 48 . ..
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Pasal 48
Dinyatakan selesai melaksanakan pascatambang apabila telah
memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
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